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MOTTO

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan
melepaskan kesulitan di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong
hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya

(HR.Muslim No.4867, Kitab Az-Zikr)
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RINGKASAN

Pelanggaran Kekebalan Diplomatik Oleh Negara Penerima Dalam
Penerapan Yurisdiksi, Yandri Triano, 040710101050; 2009: 62 halaman; Bagian

Hukum Tata Negara Fakutas Hukum Universitas Jember.

Semenjak lahirnya negara-negara di dunia ini, semenjak itu pula terjadinya
perkembangan prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan
diplomasi yang semakin pesat. Dalam hubungan antara negara satu dan negara
lainnya dibutuhkan adanya hubungan diantara keduanya, hal tersebut mempunyai
dampak terhadap terhadap hubungan antar negara dan perkembangan anggota
masyarakat internasional. Hubungan diplomatik memang diperlukan untuk
memperkuat tali persahabatan dan kerjasama antar bangsa yang saling
menguntungkan dari kedua negara tersebut. Pemberian kekebalan diplomatik,
diantaranya adalah mengenai kekebalan yurisdiksi, akibatnya yang paling penting
yaitu mengenai haknya untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima berhubungan
dengan masalah kriminal. Seorang diplomat untuk kepentingannya sendiri dan
untuk nama baik negaranya harus mematuhi Undang-Undang dan peraturan
setempat dan tidak terdorong dalam kegiatan-kegiatan yang terjurus pelanggaran
peraturan-peraturan setempat

Perbedaan terhadap penerapan yurisdiksi apabila pejabat diplomatik
melakukan pelanggaran peraturan di negara penerima itulah yang membuat
penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut beberapa persoalan
yang terkait dengan kekebalan diplomatik dalam suatu karya ilmiah berbentuk
skripsi dengan beberapa permasalahan yaitu : pelaksanaan Konvensi Wina Tahun
1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam masalah kekebalan diplomatik,
penerapan yurisdiksi terhadap pelaku pelanggaran kekebalan diplomatik dan
akibat hukum terhadap negara yang tidak meratifikasi Konvensi Wina Tahun

1961 tentang Hubungan Diplomatik



Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui, dan mengkaji
terhadap pemberian kekebalan diplomatik yang terdapat pada Konvensi Wina
Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, untuk mengetahui, mengkaji, dan
membandingkan pelaksaan penerapan yurisdiksi terhadap pelaku pelanggaran
kekebalan diplomatik; dan untuk mengetahui, mengkaji, dan membandingkan
pelaksanaan hubungan diplomatik serta akibat hukum terhadap negara, apabila
belum meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Kekebalan diplomatik yang melekat pada pejabat diplomatik berdasarkan
pada Konvensi Wina Tahun 1961 secara garis besar dapat dikelompokan menjadi
5 kelompok yaitu: kekebalan terhadap yurisdiksi pidana, kekebalan terhadap
yurisdiksi perdata, kekebalan terhadap perintah pengadilan setempat, kekebalan
dalam mengadakan komunikasi, dan kekebalan Gedung dan Tempat Kediaman
Perwakilan Diplomatik

Apabila masalah kekebalan atas yurisdiksi tersebut dihubungkan lebih
lanjut dengan ketentuan-ketuntuan lain di dalam Konvensi Wina Tahun 1961
tentang Hubungan Diplomatik, maka mempunyai kekebalan terhadap yurisdiksi
tersebut mempunyai keterbatasan, hal ini terlihat di dalam pasal 41 ayat 1
Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang menegaskan
setiap orang yang menikmati kekebalan hukum dan hak istimewa harus
menghormati hukum dan peraturan yang berlaku pada negara penerima dan
berkewajiban tidak mencampuri masalah dalam negara penerima tersebut, namun
pada praktek penerapannya negara pengirim dapat melakukan penanggalan
kekebalan diplomatik terhadap para diplomatik yang dikirim ke negara penerima,
hal tersebut di tegaskan pada pasal 32 ayat 1 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang
Hubungan Diplomatik Selain itu di dalam penerapan kekebalan terhadap
yurisdiksi, dapat dilakukan dengan cara memberikan persona non grata, seperti
yang terdapat didalam pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang
Hubungan Diplomatik yang memberikan tindakan bagi negara penerima untuk
melakukan pengusiran secara paksaan dan tanpa harus menerangkan tindakan

yang diambil tersebut kepada negara penerimanya.



Akibat hukum apabila negara yang belum meratifikasi Konvensi Wina
Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Nampaknya tidak akan menjadi suatu
hal yang dipermasahkan, hal ini dapat dilihat negara yang belum meratifikasi
Konvensi Wina tersebut selama antara negara yang menerima dan mengirim
menganggap pentingnya hubungan diplomatik tersebut, diantaranya memenuhi
syarat-syarat misalnya harus ada kesepakatan antara negara penerima dan negara
pengirim dan adanya prinsip-prinsip timbal balik, dan apabila ada suatu hal
permasalahan terkait dengan adanya hubungan diplomatik nampaknya keinginan
dari negara penerima maupun negara pengirim untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut dengan menjaga hubungan persahabatan dari kedua negara

tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN SAMPUL BELAKANG ... ii
HALAMAN MOTTO ...t 11l
HALAMAN PERSEMBAHAN. ... v
HALAMAN PRASYARAT GELAR ... A
HALAMAN PERSETUJUAN ..ottt eeeeeeeeee e eeeeee vi
HALAMAN PENGESAHAN ... e eeeeeeeeeeae e eeeees vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ..o viii
HALAMAN PERNYATAAN ..o e e e X1
HALAMAN PRAKATA .o eee e e e e eeeeaane Xii
HALAMAN RINGEKASAN ..ot ee e Xiil
HALAMAN DAFTARIISI ... e XVl
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ...t xXviii
BAB 1. PENDAHULUAN ..ottt eeeeeeeeeee e
1.1 Latar BelaKang ..........ccoeouieeieiiiiiiieeeeee e 1
1.2 Rumusan Masalah ......ooooovviiiiiiiiii 3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ..........c.cccccovevriiniinnnie e, 3
1.3.1 Tujuan Penelitian ..........cccccoevvieviienieeieiie e 4
1.3.2 Manfaat Penelitian .....coceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
1.4 Metode Penelitian........oooeeueeeieeieee oo 4
1.4.1 Tipe Penelitian..........cccoovieiiiviienienieeie e 4
1.4.2 Pendekatan Masalah .........cccoooveeieiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeee e 5
1.5 Sumber Bahan HUKum ......ooooooveiiiiiiiieee e 5
1.5.1 Bahan-Bahan Hukum Primer ........ccoooeevoviveiiiiieeieeeeeeen. 6
1.5.2 Bahan-Bahan Hukum Sekunder ...........cccccoovvvvvveeiiiiiieens 6
1.5.3 Bahan-Bahan Hukum TeStier ....ccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn. 7
1.6 Analisa Bahan HUKUM ..........ooovvoiieieiiii e 7

BAB 2. YURISDIKSI DAN KEKEBALAN DIPLOMATIK .................... 9



2.1 YUTISAIKST oo, 9

2.1.1 Pengertian YUuriSdiKsi .....ccveveeerienieeieeie e 9
2.1.2 Jenis-Jenis YUriSAiKST c..ccvevvereeiiiniriiniiiienicccicseeceene 12
2.1.2 Asas-Asas Penerapan Yurisdiksi ........cccceveevieiieiciiiennenns 14
2.2 Diplomatik dan Kekebalan Diplomatik...........c.cccceverveiirinnenennns 15
2.2.1 Istilah dan Pengertian Diplomatik............ccovivvirniriinnncn. 15
a. Sumber-Sumber Hukum Diplomatik ..........c..cccoeevveevrennnnnee. 17
b. Pembukaan Perwakilan Diplomatik ............ccccoeevievieeniennnns 18
c. Pengangkatan dan Penerimaan Perwakilan Diplomatik....... 19
d. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik .........c..ccccovvirvirnennnnnne. 20
2.2.2 Pengertian Kekebalan Diplomatik ............cccceevvevenveniennnnne. 21
Mulai dan Berakhirnya Kekebalan Diplomatik .................. 21
2.3 Hubungan antara Yurisdiksi dan Kekebalan Diplomatik ................. 24

BAB 3. PENERAPAN PELANGGARAN KEKEBALAN DIPOMATIK

OLEH NEGARA PENGIRIM .......ccccooiiiiiiiiiiieiniiceeee. 26
3.1 Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik Berdasarkan pada Konvensi 28
Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik ............c.c.........
3.2 Penerapan Yurisdiksi terhadap pelaku pelanggaran kekebalan
DiIplomatiK .....coeieiieiieiiee e e 43
3.3 Akibat Hukum terhadap Negara yang Belum Meratifikasi
Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik ......... 50
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN ....ccoociiiiiniinceceeceeeeeee 60
4.1 KeSTMPUIAN ....oeiiiiiiiieiieieee et ens 60
4.2 SATAN ..ottt e e 61
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Lampiran 1

Lampiran 2

DAFTAR LAMPIRAN

: Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik
: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang

Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik

beserta  Protokol Opsinya mengenai Hal Memperoleh

Kewarganegaraan



